ATEN BUL,
£ Celn Voay ) B

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR 19 TAHUN 2011
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BERDIKARI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

. bahwa Perusahaan Daerah Berdikari merupakan salah satu

badan usaha milik Pemerintah Kabupaten Bulungan yang
memiliki peran penting dalam melaksanakan program
pembangunan perekonomian, peningkatan pendapatan dan
kesejahteraan masyarakat serta penyerapan tenaga kerja,
disamping sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);

. bahwa guna menunjang terwujudnya program dimaksud, maka

Perusahaan Daerah Berdikari perlu mengembangkan usahanya
sejalan dengan kebijakan dan amanat yang tertuang dalam
Peraturan Daerah;

bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan
Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2005 telah
ditetapkan modal dasar, dan dalam rangka pengembangan
usaha perlu meningkatkan modal dasar dan memberikan
tambahan setoran modal sesuai kebutuhan dan perkembangan
usaha kepada Perusahaan Daerah dimaksud dengan
memperhatikan kemampuan keuangan daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c¢ perlu menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun
2005 tentang Perusahaan Daerah Berdikari;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72);

. Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1962 tentang Perusahaan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2387), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak
Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan  Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
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10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 67,
Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4609);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, Pemerintah daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 14 Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor
4812);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan
Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5209);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan menteri Dalam Negri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
tahun 2011 Nomor 694);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang
Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2005
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Pihak Ketiga
(Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005 Seri E
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Seri
E Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2005
tentang Perusahaan Daerah Berdikari (Lembaran Daerah
Kabupaten Bulungan Tahun 2005 Seri D Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008
tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten
Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

Menetapkan :

dan
BUPATI BULUNGAN
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 9
TAHUN 2005 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BERDIKARI.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9
Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Berdikari (Lembaran
Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005 Seri D Nomor 3), BAB V
Modal Pasal 5 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai
berikut :

BAB V
MODAL
Pasal 5

(1) Modal Dasar Perusahaan Daerah Berdikari sebesar
Rp.50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah).

(2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya
merupakan Penyertaan Modal yang berasal dari kekayaan
Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
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